
BUPATI BIREUEN 

PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR 4'J- TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang : a . bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 355 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Peraturan 
Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang 
Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah guna 
memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Kepala Daerah ten tang Peru bahan RKPD; 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan dengan terjadi perubahan beberapa 
kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
(SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang 
diikuti dengan penambahan dan pengurangan serta adanya 
penyesuaian antar kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan . 



Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3963); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik · 
Indonesia Nomor 
4633}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N-om-or 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentan.g Rencana Kerja Pemban.gunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah tB-erita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 
Perangkat Daerah (Lembaran 
Tahun 2016 Nomor 114); 

18 Tahun 2016 tentang 
Negara Republik Indonesia 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322}; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 590); 

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten 
Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bireuen Tahun 2008 Norn-or 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93); 

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen 
Tahun 2013 · Nomor 3'6, 'fambahan Lembaran Kabupaten 
Bireuen Nomor 79); 

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 
Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun 
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 ten-tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117); 

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen 
Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2018 
Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Qanun 
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen 
Tahun 2017-2022 (Lembaran KabUpaten Bireuen Tahun 2021 
Nomor 94); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan 
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi 
masing-masing. 

3 . Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah 
Kabupaten terdin atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya diaingkat 
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen. 

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat 
SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, 
Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan 
Kabupaten Bireuen dan Kecamatan. 

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan 
SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan 
SKPK untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada SR.PK untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK. 



BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPK Bireuen Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja 
Tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 yang 
menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 

(2) Perubahan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup · 
dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
APBK-Perubahan Tahun Anggaran 2022, Perubahan KU-APBK, 
Perubahan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementa,ra 
(PPAS), sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 
Tahun Anggaran 2022. 

(3) Perubahan RKPK Bireuen Tahun 2022 yang telah terhimpun akan 
menjadi : 
a . acuan dalam Perubahan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 

Anggaran 2022; 
b . pedoman dala_m penyusunan KUPA RAPBK P-PPAS Tahun 

Anggaran 2022 yang memuat arah · dan kebijakan 
pembangunan; dan 

c. jaminan kepastian kebijakan komitmen pemerintah. 

Pasal 3 

(1) Pem-erintah Kabupaten menggunakan Perubahan RKPK Bireuen 
Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Perubahan Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) 
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 
Anggaran 2022 bersama DPRK. 

(2) Dokumen Perubahan KU-APBK dan Perubahan PPAS adalah 
Dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara 
Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang selanjutnya menjadi 
landasan penyusunan Perubahan RKA SKPK. 

Pasal 4 

(1) Bupati dalam proses penyusunan Perubahan RAPBK Tahun 
Anggaran 2022, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten 
(TAPK) untuk menyusun Perubahan RO-APBK dan Perubahan 
PPAS. 

(2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang harus bersifat 
lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat 
merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah. 



Pasal 5 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 , tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bireuen. 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal ii /!~USM iou 
SEKRETARIS DAERAH 

/ ~ U UEN,~-
/iCi~ 

Ditetapkan di Bireuen 
pada tanggal i,~ A_91A~ 1.C'l-2-

G'Pj. B117EN,/ 
/ ULIA SOFY AN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR ./o.87 




